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SENJATA API SEBAGAI ALAT PERLINDUNGAN
DIRI BAGI MASYARAKAT SIPIL

Penulis, Pembimbing Pertama,
Danang Wahyu Prayoga Dr. Marsudi Utoyo, SH., MM.
Pembimbing Kedua,
Warmiyana ZA, SH., MH.
ABSTRAK

Izin senpi untuk bela diri yang pernah dikeluarkan Polri sejak tahun 1998-
2005 adalah: Senjata peluru tajam, senjata peluru karet, senjata peluru gas.

Permasalahan yang angkat dalam tulisan ini adalah 1. Bagaimana Prosedur
Kepemilikan Senjata Api Non Organik Yang Resmi ?, 2. Bagaimana Penggunaan
Senjata Api Non Organik Sebagai Pelindung diri Bagi Masyarakat Sipil?

Metode penelitian adalah menggunakan penelitian hukum normatif yaitu
penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian
hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem
yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Hasi penelitian menunjukan prosedur kepemilikan senjata api non organik
yang resmi adalah Rekomendasi Kapolda Up. Dir Intelkam, Surat Keterangan Test
Psikologi dari POLRI, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Fotocopy SIUP
(Surat Tjin Usaha Perdagangan) bagi pengusaha swasta, Fotocopy Skep Jabatan Bagi
Pejabat Pemerintah, Anggota TNI/POLRI, Fotocopy KTP/KTA (syarat umum
minimal 24 tahun maksimal 65 tahun), Pas photo berwamna dasar merah 2 x 3 = 6 Lbr
dan Penggunaan senjata api non organik sebagai pelindung diri bagi masyarakat sipil
adalah karena proses kepemilikannya tersebut bisa dilakukan dengan proses yang
relatif mudah juga dengan biaya administrasi yang relatif murah.

Kesimpulan jika persyaratan lengkap maka akan dikeluarkan izin kepemilikan
senjata, dengan biaya yang relatif murah.

Saran, pengeluaran izin harus benar-benar selektif dan pengguna senpi yang

berizin mampu bertanggung jawab terhadap akibat dari penggunaan senjata api
tersebut.

¥

Kata Kunci : Masyarakat Sipil, Senjata Api, Perlindungan Diri.
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BAB v

PENUTUP

. Prosedur kepemilikan senjata api non organik yang resmi adalah Rekomendasi
Kq:okhUp.Dirln&[hnSmemngmPsikologidaﬁPOLR], Surat
Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Fotocopy SIUP (Surat ljin Usaha
Perdagangan) bagi pengusahe swasta, Fotocopy Skep Jabatan Bagi Pejabat
Pemerintah, Anggota TNI/POLRI, Fotocopy KTP/KTA (syarat umum minimal
24 1ahun maksimal 65 tahun), Pas photo berwarna dasar merah 2 x 3= 6 Lbr.

2. Penggunaan senjata api non organik sebagai pelindung diri bagi masyarakat sipil
adalah karena proses kepemilikannya tersebut bisa dilakukan dengan proses yang

relatif mudah juga dengan biaya administrasi yang relatif murah.

B. Saran-saran
I. Agar pihak-pihak terkait lebih memperhatikan pengeluaran surat izin
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